BABYV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat

disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat

dilihat dari berbagai aspek:

1.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial khususnya pada
rehabilitasi sosial bagi pengemis belum terlaksana. Hal ini dapat
dilihat dari pelaksanaan yang masih terbatas pada penertiban,
pendataan, pembinaan singkat, dan pemulangan, tanpa didukung
fasilitas yang memadai seperti rumah singgah. Akibatnya, rehabilitasi
sosial belum berjalan dan belum memberikan dampak berkelanjutan
dalam mengurangi jumlah pengemis maupun memulihkan fungsi
sosial mereka secara maksimal.

Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Peraturan Daerah
Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023 masih ditemukan
diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi sosial,
kurangnya anggaran, belum optimalnya koordinasi dari berbagai
pihak, rendahnya kesadaran masyarakat, dan faktor dari pengemis itu
sendiri seperti tidak memiliki kartu identitas. Selain itu, belum adanya
program untuk pemberdayaan lanjutan juga menjadi kendala utama.
Kendala-kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan perda belum
terjalankan secara optimal.

Pandangan siyasah tanfidziyah mengenai penerapan Peraturan Daerah
Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial, terutama yang berkaitan dengan rehabilitasi

sosial bagi pengemis, pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip
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pemerintahan dalam Islam yang berfokus pada musyawarah, keadilan,
persamaan, tanggung jawab dan kebebasan.
5.2 Saran
Setelah melakukan penelitian, penulis ingin mengemukakan beberapa
saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi, berikut beberapa
saran dari penulis:

1. Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh perlu meningkatkan sarana
dan prasarana, khususnya dengan pembangunan rumah singgah atau
pusat kesejahteraan sosial yang memadai agar proses rehabilitasi
sosial bagi pengemis terlaksana. Selain itu, perlu adanya penambahan
anggaran agar sarana dan prasarana dapat ditingkatkan.

2. Pemerintah perlu mengembangkan program pemberdayaan yang
berkelanjutan seperti pelatihan Kkerja, bantuan modal dan
pendampingan agar pengemis lebih mandiri.

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam
terkait efektivitas program pemberdayaan bagi pengemis, tidak hanya
dilihat dari sisi kebijakan, tetapi jugga pengaruhnya terhadap kondisi

sosial dan ekonomi para penerima manfaat.
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